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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa saat ini dengan berlakunya PP No. 26 Tahun 2022 yang 

mengatur mengenai besaran royalti yang harus dibayarkan oleh para 

pengusaha tambang batubara, aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum bagi masyarakat dapat lebih terakomodir. Sedangkan ketika royalti 

0% diberikan sesuai isi Pasal 128A UU Minerba, akan terjadi berbagai 

implikasi sehingga ketiga aspek tujuan hukum menurut Gustav Radbruch 

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum belum dapat terpenuhi. 

Pengenaan royalti 0% belum dapat memberikan keadilan sosial yang hendak 

diwujudkan Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila 

karena terdapat ketidakadilan sosial dalam aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Secara ekonomi, pengenaan royalti 0% menurunkan penerimaan 

negara, serta menciptakan Crowding Out Effect, sehingga menimbulkan 

ketidakadilan bagi masyarakat secara luas. Secara sosial akan menimbulkan 

ketimpangan, karena pengusaha batubara lebih diuntungkan, menciptakan 

konflik horizontal dan melanggar hak-hak masyarakat. Pasal 128A UU 

Minerba juga menimbulkan ketidakadilan dalam aspek lingkungan karena 

melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Pasal 28H 

UUD NRI 1945. Selanjutnya, Pasal 128A UU Minerba belum mampu 
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memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Royalti 0% terhadap 

pelaku usaha yang melakukan PNT berpihak pada kepentingan pelaku usaha 

tambang batubara dan mengabaikan masyarakat, karena kegiatan PNT 

batubara akan memperluas wilayah tambang batubara dengan cara alih fungsi 

lahan, sehingga masyarakat sekitar tambang akan dirugikan karena 

kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Pasal 128A UU 

Minerba belum mampu memberikan kepastian hukum dalam aspek kepastian 

dari hukum itu sendiri karena pasal ini tidak memenuhi unsur pasti dan unsur 

harus dibuat sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di Indonesia. 

Dengan demikian, Pasal 128A UU Minerba belum memenuhi tujuan hukum 

dalam menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 

bagi masyarakat Indonesia secara luas. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan terkait pelaksanaan Pasal 

128A UU Minerba. Pelaku usaha tambang batubara yang telah melakukan 

PNT batubara tidak sepatutnya dikenai royalti 0%, karena pengenaan royalti 

0% memiliki dampak buruk yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam hal 

ini, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas 

dalam Pasal 128A UU Minerba agar bisa sesuai dengan landasan 

konstitusional Indonesia bahwa pengelolaan sumber daya alam digunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 128A UU Minerba harus 
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disesuaikan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan 

keinginan untuk mewujudkan NZE pada tahun 2060. 
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